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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN
BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR
RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti refocusing kegiatan dan
realokasi anggaran untuk percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
menyesuaikan alokasi daerah dan anggaran penerima
dana tugas pembantuan kegiatan
pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa
pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penugasan  Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan  Kegiatan = Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan

Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui



Mengingat

-0

Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021
tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan
Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui
Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



7.

8.

B.

10.

11;

122,

B

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6570);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 664 1);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Pi‘esiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/
PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan



Menetapkan
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Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.0Q7 /
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1190);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020
tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan  Kegiatan = Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan
Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui
Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pembangunan
Sarana Perdagangan - (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021
tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan
Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui
Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN



BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI
GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan
Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa
Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang
Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
755) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peratuan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1708

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI
KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN
BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI
GUDANG  YANG  DIDANAI MELALUI DANA  TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PASAR RAKYAT

NO.

TIPE
PENERIMA TUGAS PASAR NAMA PASAR

ALOKASI
(Rupiah)

PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

1.  Bupati Pidie Jaya D Trienggadeng 5.000.000.000
2. Bupati Aceh Tamiang D Tualang Baro II 4.000.000.000
3.  Bupati Aceh Tengah c Silih Nara 6.000.000.000
4.  Wali Kota Subulussalam D Penang 4.000.000.000

oS.  Wali Kota Langsa D Ikan dan Sayur

4.000.000.000




TIPE ALOKASI
NO. PENERIMA TUGAS NAMA PASAR
PASAR (Rupiah)
II PROVINSI SUMATERA BARAT
6. Bupati Tanah Datar D Nagari Sumanik | 4.000.000.000
III | PROVINSI SUMATERA SELATAN
7.  Bupati Banyuasin C Cangkring 6.000.000.000
IV | PROVINSI JAWA BARAT
8.  Bupati Subang D Cisalak 4.000.000.000
9.  Bupati Bogor D Klapanunggal 4.000.000.000
V | PROVINSI JAWA TIMUR
10. Bupati Bondowoso D Bondowoso 4.000.000.000
11. Bupati Probolinggo D Bayeman 4.000.000.000
12. Bupati Trenggalek D Tugu 4.000.000.000
VI | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
13. Bupati Sumbawa Barat D Seteluk 4.000.000.000
VII | PROVINSI KALIMANTAN BARAT
14. Bupati Mempawah p | Desesung 4.000.000.000
Duri I
VIIT | PROVINSI KALIMANTAN UTARA
15. Bupati Nunukan D Desa Makmur 4.000.000.000
IX | PROVINSI SULAWESI SELATAN
P |BoneBone 4.000.000.000
16. Bupati Luwu Utara Tahap II
D Amassangan 4.000.000.000




NO. PENERIMA TUGAS NAMA PASAR
PASAR (Rupiah)
X | PROVINSI SULAWESI TENGGARA
: Sore Ompu
17. B t 5. ; :
upati Buton D Tahap 2 500.000.000

18. Bupati Konawe Kepulauan D Baho Bubu 4.000.000.000
XI | PROVINSI MALUKU

19. Bupati Maluku Barat Daya D Tepa 4.000.000.000

TOTAL

86.500.000.000
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GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG

ALOKASI
NO. PENERIMA TUGAS JENIS GUDANG
(Rupiah)
I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1. Bupati Nunukan Gudang Non SRG 5.000.000.000
II | PROVINSI MALUKU
2. Bupati Maluku Barat Daya Gudang Non SRG 5.000.000.000
TOTAL 10.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati




